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PERATURAN -GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA

NOMOR 1I7 TAMUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANSASI DAN TATA KERJA PUSAT
PELATIHAN KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA, JAKARTA,

bahwa untuk melaksanskan keterntusn Pasal 140 Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2008 dentang Organisasi Perangkat Caersh dan Pssal 42
Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 entang Omganisasi dan Tata
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl, periv menetapkan Peraturan

1. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokak-pokok Ke

sobagamana lelah diubah dengan Undang-Uindang Nomar 43 Tahun

1569,

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teritang Kauangan Negera;

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 termang Perbendaharaan Negara:
4. Undang-Lindanp Nomor 10 Tahun 2004 tentang Panhenﬁkan Peraturan

Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tertang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tenggung Jawab Pengeliaan Keuangan Negara;

& Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagamana lekh beberapa kdi diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008

7. Undang-tUndang Noror 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provins]
Deerah Khusus dbikola Jakara sabagai lbukota Negara Kesatuan

Republk Indonesia

& Peraluran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pangelolaan

Keuangan Dasrah




Menetapkan

9 Feraturan Pemerirtah Nomar 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerat sebagaimana telah dubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2008,

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan_Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 fentang Pembagian
Urwsan Pemerniniahan anlama Pemedintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daemh Kabupeaten/Kota:

12. Peraturan Pemaiintah Nomor 39  Tahan 2007 fentang Pengelolaan
Uany Negara/Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisast
Ferangkal Daerah

14. Peraturan Menferi Dalem Negerl Namor 13 Tahun 2006
Pedoman Pengelotaan Keusngan Dasrah sebagaimana telsh diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S8 Tshun 2007

15. Peraturan Menfori Delam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pola
Organisas! Perangkat Deerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarts;

16. Eefaur:an Deerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasl Perangkat
aerah;

17. Peratumn Gubernur Nomor 119 Tahun 2000 ntang Organisasi dan
Tata Kesja Dinss Tenaga Kerfa dan Transmigrasi;
MEMUTUSKAN:

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubemur ing yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Provins Daerah Khissus bukota Jakarta,

2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Deerah sebagai
unsur penyelengpara Pemerintahan Daargh,

3 Gubmur adalsh Kepala Daersh Provinsi Daerah Khusus Ibukola
Jaka

4. Sekretariat Daserah adalsh Sekretariat Daeyah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

& Inspekiorat adalah Inspeldorat Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta,

8. BadanPengelola Keuangan Darmh adalah Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi Daemh ihusus bukots Jakarta.




7. Badan Kepegawalan Daerah addah Badan Kepegawalian Daerah
Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta.

& Biro Organisasi dan Tatalaksara adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sekretarial Daarah.

9. Dinas Tenaga. Kerja dan Trensmigrasl ada@lah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta,

10. Kepda Dhas adslah epsla Dinss Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Dasrah Khusus lbukota Jakarta.

11. Pusat Pelatihan Kerla Khusus Pengembangan Las yang selanjutnya
disingkal PPKKPL addah Pusat Pelaihan Ketjia Khusus

Las Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl Provinsi Daersh Khusus
lbukota Jakeria.

12. Kepala Pusat .adsish Kepala Pusat Felatihan Kerja  Khusws
Pengembangan Las

BaB Il
PEMEENTUKAN
Pasal 2
Dengan Persturan Bubsmur inl dibentsk Pusat Pelatihan Kera Khusus
Pengembangan Les.

BAB Nl

KEDUDIXKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) PPKKPL mernpakan Linit Pelaksana Teknis Dinas Tenaqa Kerja dan
Trangmigrasi dalam pelaksanaan pelatihan keghlian dan erampilan
kerja bagi tenaga kerja d bidang (as,

{2) PPKKPL dipimpin pleh seorang Kepata Pusat yang dalam metaksanakan

ugas dan fungsinya barkedudukan di bawsh dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) PPKKPL mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keahlian dan
keterampian kera bhagi tenaga kerja di bidang las.

{2} Unwk menyelenggarakan Wgas sebagaimana dimaksud pada syat
(1). PPKKPL mempunyai fungsi:

a peryusunan Rencana Ketja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran gzﬁ] PPKKPL;

b pelaksanaan Dokumen ksanaan Anggaran (DPA} PPKKPL

G penyusunan program, kurikulum dan stabus pelatihan khusus |as;

d pelaksanaan pelatihan khusus las;

€. pemasaran program dan hilusan pelatihan khusus las;

f. pengelolaan fasilitas tempat dan peralatan pelathan khuss las;
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g. pelaksanasan jasa pelayanan peilgtfhan keria dan jasa pemanfaatan
prasarana dan sarana pelalihan khusos las;

h pdaksansan kera sama pekathan dan pemasaran lulusan pdatihan
khusus las;
. pencaatan, pelaporan dan pertanggungjawaban jasa palayanan
pelaﬁha;a dan jasa pemarnfastan prasarana dan sarana pelatihan
Khusus ias;

} pelaksanaan evaluasl kegictan pelatihan khusus [as;

k. peloksanaan pemantatian fulusan pelsihan khusus tas;

L pelaksanaan pengelolaan teknologi nformasi PPKKPL;

M pelsksanasn publiasi kepiatan PPKXPL;

n. pengeloiaan kepagawaian, keuangan dan barang;

0. peiaksanaan kepialan kerumahtanggaan danketateusahaan

P penylapan bnhan laporay Dinas yang terkelt dengan pelaksanaan

Q. palaporln dan peﬂawmgmnm pelaksanaan tugas don fungsd

BAB 1V
ORGANISAS
Bagion Kesats
Susunan Organisasi
Pasal 3
Susunin Organisasi PPIKKPL terdin dari -
a Kepsla Pusat,

b. Subbagian Tata Usaha;
e, Seltsanlirhhan

Began Susunan Organisasi PPKKPL sebagamana tercartum dalem
Lampiran | Peraturan Gubernur ini,

Bagian Kedua
Kopala Pusat
Pasal §

Kepala Pusat mempuny=l Ligas

a

b

C

marjmgin dan rengoordinasikan pelaksanekan tugas dan fungs! PPKKPL
ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 4

mengoordinaskan pelaksannan wugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok
Jobatan Fungsional

melaksanakan koominasi dan kerja sama gengan Satuan Kega Perangkat
Damah (SKPD), mwwnmmmmm
Pomoi MafVSwasta tovkail, dalam rangka pelsksanaan tugas dan
fungsi PPKKPL; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan peldsanaan tugas dan
fungs! PPKKPL




Baglan Kefga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

{1) Subbagian Tala Usaha merupakan Satan Kerja Staf dalam
pelaksanaan administrasi PPKPL.

(2) Subbagian Tala Usaha dipimpin aleh georang Kepaa -Subbagian
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat,

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai ligas ;

a. menyusun bahan RevcanakKerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksargan. - AnggeilPPVBRL ¢ seui kipgasnya;

b. melak=anak. .. _...__m Dokus rerPolaksanaarkriggaralDPAPPKKPL
sesuai-dengan inglup tugasnyz,

€. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) PPKKPL;

d. -mengh!n;pun bahan dan mengoordinasikan pemyusuman rencana

K .

e. melaksanakan monilodng pengondalan dan evaluasi pelaksanaan
Dolumen Pelaksanaan Anggaran ©PA) PPKKPL:

f. melaksanakan pemungutan, penatatapembukua n, pawetoran,
pelaporan dan pertanggunglawaban pervesian retrit s HPKKPL;

9.melaksana kan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

h molaksanaksn kegistan ketatassahaan seperf aurs menytrat dan
kearsipan PPIKPL; .

. melaksanakan pemekharaan dan perawata prasarana dan sarana
kerja PPKKPL:

| memelihara kebarsihan, keindahan, keamanan dan Katertiban Kantor;

k. melaksanakan pe elolaan tel-tnolﬁi informasi PPKKPL;

l. ‘melaksanakan publkasi kegiatan L: .

m-mengoordinaslkan penyusunan Laporan (keuangan, kinera, kegiatan

n memdapkan bahan laporan PPKKPL yang terkait dengsn tiges
Sulibaglii.a(g Tala Usaha; dan ngawaks ik hgas

o. malaporkan dan mempertang an pelaksanaan
Subbagian Tata Usaha. %

Bagian Keempat
Seksi Pelabhan

Pasa 8

(1) Seksi Pelathan mempakan Satuan Kerja Lini PPKKPL dalam pelaksanaan
pelatihan dan pemasaran program.

(2) Seksi Pelatihan-dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di-bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaa Pusat

{3) SeksiPelaliban mempunyai bigas :

a menyusun bshan Rencana Keda dan Anggaran {RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggeran (DPA) PP sesuai dengan
fingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKKPL
sesuai-dengan ingkup tugasnya; -

c ‘menyusun kurikulum dan sllabus pelditian khusus las;
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menyusun rencana pelaksanaan pelathan khusus las

melakukan klentifkasi kebutuhan pefatihan khusus las
mekaksanakan petdihan khusus las;

melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan pelatihan khusus

1am;
menghimpun, mengotah, i iendihar a, menyampalkan,

dan memanfaatkan data dan iformasi pelaihan khusus lag

menyiapkan bahan laporan PPKKPL dalam hgd kegiatan petatihan;

dan
mehbporkan  dan memperianggungjawabkan pelaksanaan ugas

Seksi Pelatihan

Bagian Kelima
Seksi Uji Kompetensi dan Pemasaran
Pasal 9

(1) Seksi Uji Kompetensi dan Pemasaran merupakan Satuan Kerja Lini
PPKKPL dalam pelsksanaan uiji kompetensi dan pemasaran program
dan Liusan peldihan khusus |as,

(2) Seksi Uji Kompetensi dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepda
Seksi yang berkedudukan di bawsh dan bertanggung Jawab kepads
Kepaa Pusat.

(3) Seksi Ujl Kompetensi dan Pemasaran mempunyai tugas :

a

b.

/e o =T+

e
h

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggarmn OPA) PPKKPL sesuai dengsn lingkup
tugasnys;

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKKPL
sesuai dengan lingkup ugasnya;

MEeNyUsUN mencana pemasaran program dan lulugsan pelatihan
khusus las; :

- melaksanakan legiatan pemasaran program dan luusan pelatinan
khusus dag

melaksanakan kegiatan uj kompetensi khusus las;

memprases penerbitan sewtifikat kompetensi khusus las;

melaksanakan pemantauan Ilusan pelatihan khusus las;
melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Lembaga Serlifkasi
Profesi

menylapkan bahan [@poran PPKKPL yang berkaitan dengan wu)
kompetensi dan pemasaran dan

metaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Seksi Uji Kompetensi dan Pemasaran,

Baglan Keenam

Sibkelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10 '

() PPKKPL dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional




(2) Pejabat Fungsional mekksanakan tugas ddam susunan organisasi
struktural PPKKPL.

Fasal 11

{1) Dalam rangka mengembangkan profesikeahlian/kompetensi pejabat
fungsional dibentuk Subkelormpok  Jabatan Fungsicnal PPKKPL
sebagai bagian darl kelompok fabatan fungsional Dinas Tenaga Kerfa
dan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.

{2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dpimpin leh secrang Kelsa Subkelompok Jabaan Fungslonal yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

3) Keha Subkelompok Jabaten Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diengkat dan dberhentikan oleh Kepala Pusa dari pepbat
fungsional yang dihomsati  dikalangan pejabat  fungsional  sesuai
keunggulan kompetersi (pengetshuan, keahftan dan Lntegritas) yang
dimiliki.

(4} Ketentuan leblh lanut mengenai Jabatan Fungsional PPKKPL diatur
dengan Peraturan Gubemur sebagal bagan dai pengaturan jabatan
ungsionel Dinas Tenaga Kerja dan Trnsmigrasi sesuai ketertuan
parsturan perundang-undangan,

BAB v
ESELON
Pasat 12

{1) Kebala Pusat sebagaimana dmaksud ddam Pasal 5 ayat (1) huruf a
adalah Jabatan Struktural Eselon Iff a

(2) Kspala Subbagian Tata Usaha. sebagaimena dimaksud dalam Pasal 7
ayat{2} adalah Jabatan Strukiural Esslon IV a,

(3) Kepala Seksl sebagaimana dimaksud dalam Pasal § eyat (2 dan Pasal 9
ayat (2) adalah Jabatan Stuktura Eselon IV a_
BAB V1
TATA KERJA
Pasal 13

(1) Daam ‘melaksanakan tugas dan fungsinya PPKKPL wajlb taat dan
berpedomen ;pada ketentuan peraturan perundang-undangan




(2) Kepala Pusat ‘mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) danftau hstansl Pemerintah/Swasty terkalt, dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperancar pelaksanaan tugas dan fingsi
PPKKPL. '

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbag an, Kepata Seksl den Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsionsl pada PPKKPL waflb melksanakan tugas masing-
masing sesuai dengsn keentuan peraturan perundang-undangan serta
menerapkan prirsip  koordinasi, keda  sama  integrasi sinkronisasi,
simpiifikasi, akuntabifitas, fransparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasat 15

(7} Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompak
Jabatar Fungsional pada PPKKPL wajb memimpin, mengoordinagikan,
merberkan bimbiegan, wmemberikan petunjuk pelaksansan tugas,
membina dan menilal kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Pusat, Kepale Subbagian, Kepda Seksi, Ketus Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawal pada PPKKPL wijib mengikuti dan
memaishi perintah kedinasan atasan masing-masing sesual ketantuan
peraturan perundang-undangan. -

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepak Subbagian, Kepala Seksl dan Ketug Subkelompok
Jabatan Fungsional pada PPKKPL waib mengawasi dan mangenkalikan
pelaksanaan tugas bawahan Mmasing-masing serta mengambil langkah-
langkah yang diperukan apablla menemukan adanya penyimpangan
dan/au indikasl penyimpangan

Pasal 17

(1) Kepala Pusa, Kepaa Subbagian, Kepala Seksl, Kedsa Subkelornpok
Jabatan Fungsional dan Pegawai pada PPKIKPL wajib menyampalkan
laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing
sesua ketentuan peratiran pamnqzang-undangan

(2) Afasan yang menerima kaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindakianjuti dan menjadkan laporan yang dierima sebagal bahan
pengambilankepuiusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

{1} Sekretariat Dasrah melalui Biso Organinst dan Titalaksana melaksanakan
pambinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap
PPKKPL ssbagai bagian dasi pembinaan kelembagaan, ketatdaksanaan
dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transrrigrasi,




{2) Ketentuan lebih Janjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksangan
dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatwr dengan
Perauran Gubemur. .

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Spidl pada PPKKPL merupakan Pegawa Negeri Sipi
Daarah, :

(2} Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuzi ketantuan peraluran  perundang-undangan  di
bidang kepegawaian

(3) Dalam psleksanaan pengelolasn kepegawaian PPKKPL mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah
dan Biro :‘Organisasi dan Tatalaksana sabagai bagian darl pembinaan
kepegawalan Dinas Tenaga: Kerja dan Transmigrasi_

‘BAB VIlI
KEUANGAN
Pasal 20

(1} Balanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPKKPL dibebankan pada
Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belsnia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesud ketentuan peraturan perundang-undangan di bldang keuangan
negara/daerah.

Pasal 2%

{1) Pendapatan vyang bersumber dari pelaksanaan {ugas dan fungsi
PPKKPL ‘merupakan pendapatan deerah.

(2) Pengelolaan pendapatan $ebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilaksanakan sesud ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negara/dasrah.

BAB IX
ASET
Pasal 22
(1) Aset yang ‘dipergunakan oleh PPKKPL sobagai prasarana dan sarana

ketja ‘merupakan aset daerah dengan stalus kekayaan daersh yang
tidak dipisahkan.




(2} Pengelolaan Bset atau prasarana dan swana kera sebagalmans

dimasid pada ayat (1) diaksanakan sesuai ketentuan peraturan

penmdang-undangan -4l bidang keusngan negaral/dasrah dan ketentuan
perabsan. perundang-undangsn dé bidang pengelolaan barang milk
negara/daerah.

Pasal 23

(1) Prasarana dan sergna kerfa yang dilerima dalsm bentuk pesmberian,

hibalhy dan bamuan dar pihak ketiga kepeda PPKKPL dalam rangka

melaksanakan tugas dan fungsinya ‘merupakan penedimaan barang
Qdaerah.

(@ Penerimaan barang daersh sebagaimana dimaksud pada ayd (1)

(1)

3

{4}

(3}

{8

segera dilaporkan kepada Kepala Dines untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Gubemur melalui Kepala Badan Pangelola Kesangan Daersh
seleku  Pejabat Pengelola Keuangan Dserah gekaligus aobagai
Bendahara Umum Daerah wuk dicatat dan dibukukan sebagai aset
daarsh.

BAR X
FORMAS| JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA
Pasa 24

Keapal Pusat dibantu oleh 1 (satu) orang Kepata Subbagian Tsta Usahn,
1 (satu) orang Kepata Seksl Pelaihan dan 1 (satu) arany Kepala Seksi
Uji Kompetensi-dan Pemasaran sabagai bawahan langsung.

Kapeia Subbapian Tata Usaha dibanty sebanyak-banyaknya ocleh
11 (sebetas) orang Pojabal Fungsional Umum/Tertentu sebagai
bawahan langsung.

Kepala Sekst Polathan dibantu ssbanyak-banyaknya oleh 18 (delapan
belas) orang Pajgbat Fungsional UmumfTerteniu sebagal bawsahan
fangsung.

Kepala Seks! Lj Kompedensi dan Pemasaran dibantu sebanyak-
baryaknya -oleh § (ima) orang Pelabat Fungsional Umurm/Tertent
sabagai bawahan langsung.

Rincian formasi jehatan ssbagamana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)

dan avat (4) sebagaimana ercantum dalamn Lanplean 4 Porsturan
Gubesmuw i,

Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjad
acuan pengaiuan kebuluhan pegawai PPRKPL.

Pasal 26

(1) Standar peraiatan kerja minimal setiap jabslan sebagaimena Jimaksud

pada Pasal 24 sobagaimana tercanturn dalam Lamgiran Il Peraturan
Guberm i
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{2} Standar pevajatan keria minimal sebagaimang dimaksud pada ayst (1)
menjadi acuan pengadaan peralden kera PPKKPL

BAB X
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
fasal 26

(1) PPKKFL msnyusun dan ‘menyampadan laposn berkala tahunan,
semnester, triwulan, buanan danitou sewskiu-waldu kepada Kepala
Dinas.

E}hmnmhagmmmmdaayatmamﬂa lain maliputi
poran

a. kebuluhan, kekurangan dan kelabihan pegawai;

b keuangan;

£. Khera;

d kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atar prasarans dan
BArANA kerja;

8 Bkuntabitas. dan

f pelaksanaan kegidan.

Pasal 27

Dalam rengka aluntabiflas, PPKKPL mengembangkan sistern. pangendalian
Internal sebagai bagian dad sisibm pengendsfisn intemal Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrast

BAB YO

PENGAWASAN

Pasal 28

Fengawasan lerhadap PPKKPL disksanakan aleh:

£ Lombaga Negara yang mempunyal tugas memeriksa pengelolaan dan
b Aparat Pemeriksa intemal Peamerintaly; dan
c. inspeldorat.

BAE XM
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraluiran Gubernur lni mulal beralol Keputusan Gubemur
Nomor 160 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Unt Pelaksana Teknis ¢t Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Propinsi Daerah Khusus bokota Jakarta, dicabul dan dinyastakan Gdak
beriaku
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Pasal 30

Peraturan Gubsmur it mutad berabu pada tanggal diundangkarn,
Agar satiap orang mengetahuing, mesnarintahian pengundangan Peraturen

Gubermur ini dengan penempatsnnya dalam Berita Daerab Provingl Daerah
Khisus ‘bukota Jakerta.

Ditetapkan <l Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010

GUBERNIJR PROVINS! DAERAH KHUSUS

Diundangkan di Jakarta
padd tanggal 21 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS]! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA, JAKARTA,

—
-~

YAT
NP 050012362

BERITA DAERAH PROVINS) DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 121

-




Lampian [ . Pematuran Gubemur Provinsi Daemh Khusus
bukota Jakaxta

117 TAHUN 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PELATIHAN
KERJA KHUSUS PENGEMBANGAN LAS

KEPALA PUSAT
SUBBAGIAN
TATA USAHA

F |
SEKSI SEKS
PELATIHAN Ua KOMPETENSI DAN
PEMASARAN
SUBKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUIKBTA JAKARTA,

FAl Q




Lampiran 1 . Peraturan Gubemur Provinsi Dagrah Khusus

bukota .lakarta

N
Tanggol

117 TAMUN 2010
14 Juni 2010

FORMASI JABATAN PADA PUSAT PELATIHAN KER.IA KHUSUS PENGEMBANGAN

LAS

NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH |

!

Kepala Pusat

S1Humaniorna

+ Dikiat Kapemimpinan Tk i

-

Diklat Manajermnen
Petkantoran

Keuangan
- Dikiat Fangadaen Bamng

dan Jasa
Ditdat Kompuier

- Didat Teknis

Ketenagakerjaan

Na

Jumlah

| Kepale Subbagian Tate

Usaha

S 1Humaniora
Didat Kepamimnpinan Tk IV
Dikiat Administrasi
Petkamioran
Dikist Adminighasi
Kepegawaian
Didal Pengelolaan

Daerah
Diklat Pengadaan Baang
dan Jama

Dildal Teknis

Ketenagakefjaan

A

o ke - i o = i B —

Pengadmimstrasi Umum

D 1t Adminisirasi

Diklat nistrasi
Perkantoran

Didal Satminkal/ Kedrsipan
Dikiat Komputer

- Pengurus Rumat Tangga

D i Adminigirasi

Dikdat Fengadaan Berang

1 Pengelol Keuangan

mEWM
Diddat Adminé .

Dikial Percncanaan
Dikiatl Komputes

»
—————— . - —




NAMA, INBATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH

Penyusun Program

51 EkonoméManaeren/
Akurtans

Dikdat Komputor

“Bendahara Pengeiuaran

Peambaniu

D M Akuntans
Didat Bernndaharawan

Dikiat Kompuler

Pembanty Bendahara

D il Akuntansi
Daldat Bendaharawan

Diklat Komputer

Pengadministrasi
Keuangan

DNl Aluntans)
Dikdat Bendaharawan
Diklat Komputar

Cosaka

Dikiat Arsipares

Jumlah

Kepala Seisi Pelatihan

31 Humoenions

Diklat Kepamimpinan Tk [V
Didat Teknis

Pengadministrasi Peserta
Petatihan

DI Admenisirasi
- Diklat Komputer

Dikia Administrasi

‘Parkantoran

Koordinator mstruidur

D i | Mrr-m:m

WT@M‘IB

Petugae penyedia .
perlengkapan Pelatihan

o

strukiug

10

Jumlah




NAMA JABATAN SYARAT PENDIDKAN ESELON { JUMLAH
Kepala Seksi Uji S1Humant.ora \Va 1
Kompetensi dan Dildad Kepemimpinan Tk iV
Pemasaran Diklat Teknis
Ketenagakerjaan

Pengolah Data Alumni D W Adnwistrasi 1
Dildat Komputer

Pengolah Data Mtra Kerja D I Administrasi 1
Didal: Komputer

Petugas Pemasaran S 1Ekonomi 2
Dilat Komputer
Diklat Tehnis
Ketenagakegaan

Pengadministrasi Sestifilasi : - D Il Admastrasi 1
Diklat Komputer

Jumiah 6

Total »

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
(BUKEHTA JAKARTA,
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Lampian B

Peraran Gubemuar Povinsi Daemh Khusus

Toukota Jekarta

Nomor 117 TAHUN 2010

STANDAR PERALATAN KERM PADA PUSAT PELATIHAN KERJA KHUSUS
PENGEMBANGAN (AS

NO Wama Jabatan Peralatan Keri | Jumlsh
1| Kepala Pysat Minibus 1 unit
Notbook 1 urit
. Pristec 1 unit |
; Telepon 1 buah
- White Board 1 buah
Il Kepdis Sub Bagian Tats Ussha : Notebook 1 urit
e tl Priegex 1 unit
Telepua 1 ~buah
White Board 1 buah
—— Filling Kabinet 1 buah
i1 i Pengadministras) Limum Komputer 2 wnil
_______ Pricder 1 unit
. Telopon 2 buah
Fax 1 LTt
Filing Kabinet 2 buah
_ Mesin Absansi 1 unit
D Mesin Ketlk 2 Puah
’ 2 | Pengunus Rumsh Tangea  : idocus 1 uni
screen 1 unit
3 | Pengetola Keuangan Kornpsabet 1 unit
_ Pinte: 1 ~ unit
i ) Meain Penghancus Kortas 1 bush |
) Mesin Hitun 1 buah
Fiing Kabinet 1 bush
_ 1 4 1 Penyysun Propram Katepador 2 unil
Printey 2 unit
N Tetapon 2 buah
I Fiting Kabinet 2 | buah
| -




2
NO Nama Jahstan Potd stan Kerja Jumiah
Bendahara Pengeluaran Komputer 1 | unit
Pambantu
Kallouialon 1 buah
Mesin Hitung 1_ | . buah
Brankas 1 buah
* Telepon 1 buah
N Filing Kabinet 1| buah
Pembantu Bendahara Kaliasator 1 buah
N Mesin Hitong 1_| buah
Fiing Kabined 2 buah
P engadminisiasl Ksuangan | Komputer 1 unit
Kaflatator 1 buah
,,,,, Mesin Hiung 1 Ll
Filling Kabinst 1 buah
,,,,, Caaha , Sepeda Motor 1 unig
Fillirgg Kabined 1 buah
!
" l Sekni Pelatihan ji_Kompestac 1ot nit
Printer 1 unit
Tetopon ) buah
Filing Kabinet 1 | bush
Pengedminigitesi Peseria | Kompuier 2 unit
Palatihan
Printe 1 it
Telopory 1 buah
[ Fifing Kabinet 2| buah
Koordinator  Instruktur Kornputer 1 unit
B Printer 1 unit
Telpnon 1 bush
- Filling Kabingt 1 buah
Peralatan Keqa Teknis
B Petugas panyedia Kompuer 1] nit
| pefeng kapan Palatihan
Prénier 1 unit
Telepon 1 buah
] Filing Kabmet 1 buah
. |Peralaian Kerja Teimis
Instruktus | Komputer 4 unit
B Pricker 1 urnit
Fifling Kabwet 4 buah
Peralatan Keria Teknis




"
e e T —— | . e ™

NO Namna Jabstan Peralatan Kerja Jumlah
IV i Kepala Sehsi Uji Kompetenal  : Komputer 1 sl
dan Pemasaran
Printer 1 unit
Telepon buah
Filing Kabingt 1 hush
i Pengolsh Data Alurini Kompauter 2 - untt
Printer 2 unit
L Telepon 1 buah
] Filing Kabinet 2 buah
L Peralatan Kerja Teknm
Pengolah Data Mitra Kerja | Komputer 1 urit
| Priciter 1 umit
Tolepon 4 buah
- Filing Kabinet 1 buah
Peralatan Kerja Teknis
Petugas Pemasasan Komputer 2 unit
Printer 1 urig
... Telepon _ 1 buah
Filing Kabinet 2 tngah
Peralatan Kerja Teknis
| |
..... — Pe ngadmisiasi Serdifiks i jsKompier 4 urit
" Printes 1 unit
Telepon 1 buah
Filing Kabinet 1 buah
§ Peralatan Kera Teknis

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
BUKFIA JAKARTA
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